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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan 

karunianya sehingga Laporan Tahunan Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan 

Pengawasan E-Goverment dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat tersusun dan 

terslesaikan sebagaimana mestinya. 

Penyusunan Laporan Tahunan ini menggambarkan penatalaksanaan dan 

pengawasan E-Goverment dalam penyelenggaran Pemerintah Daerah yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan 

kepuasan kepada masyarakat. 

Dengan tersusunnya laporan ini, semoga dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk melaksanakan kegiatan terutama pengelolaan pengaduan yang lebih 

baik untuk tahun berikutnya. 

      Painan,    November 2024 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

 

Wendi, SH, M. Hum 
Nip. 19760407199803 1 005 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2024, 

maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan wajib untuk menyampaikan 

laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang diembannya. Untuk itu 

disusunlah laporan kegiatan Pengelolaan E-Goverment di Lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan 

Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Goverment dalam penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2024. Laporan ini 

menggambarkan penatalaksanaan dan pengawasan E-Goverment dalam 

penyelenggaran Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

2. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Pelayanan Publik 

d. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 

e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik; 

f. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang 

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. 

g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran 

bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik; 

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 

24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 
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i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Nasional 

j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-

2024 

k. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 4 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Manajemen Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur 

Keamanan SPBE. 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup laporan ini meliputi: 

a. Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR! 

b. Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) 

c. Layanan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi administrasi dan 

layanan publik 

4. Pengertian 

a) SP4N-LAPOR! adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Nasional yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan 

publik secara berjenjang pada setiap penyelenggaraan dalam kerangka 

sistem informasi pelayanan publik.  

b) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut 

dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan 

layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, 

masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. 

c) Layanan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi adalah layanan 

terhadap aplikasi yang telah diterapkan dan layanan terhadap 

pengembangan aplikasi yang telah ada yang diajukan Perangkat 

Daerah untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. 
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5. Maksud 

Maksud dari dibuatnya laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 

singkat tentang rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan serta hasil 

kegiatan yang melingkupi pengelolaan pengaduan yang disampaikan 

melalui SP4N-LAPOR!, pelaksanaan evaluasi SPBE, penyusunan dokumen 

SPBE, serta layanan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. 

6. Tujuan 

Tujuan dari dibuatnya laporan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui banyaknya aduan dari masyarakat yang 

disampaikan melalui android atau website www.lapor.go.id dan yang 

telah di tindak lanjuti      oleh Pemerintah Daerah di tahun 2024. 

2. Untuk menilai sejauh mana penerapan Sistem Pemerintah Berbasis 

Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. 

3. Untuk meningkatkan layanan kepada pengguna aplikasi serta untuk 

mengetahui jumlah aplikasi yang telah dibangun dan aplikasi yang telah 

dikembangkan dan penerapannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapor.go.id/
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A. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PENGADUAN 

KABUPATEN PESISIR SELATAN MELALUI SP4N-

LAPOR! TAHUN 2024 

 
Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan pengaduan Tahun 2024, 

Kabupaten Pesisir Selatan melakukan percepatan tindaklanjut penyelesaian 

pengaduan dengan langkah- langkah sebaai berikut: 

 

1.  Membentuk Tim Pengelola Pengaduan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor Keputusan 

Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/97/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Tim 

Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat 

(LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, 

terdiri dari 25 (dua lima) admin pengelola pada setiap Perangkat Daerah, 
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15 (lima belas) admin kecamatan, 2 (dua) admin Rumah Sakit dan 21 

(dua puluh satu) admin Puskesmas. Seluruh admin ini sudah 

terintegrasi dengan admin Kabupaten yang akan mendisposisikan setiap 

pengaduan yang masuk ke admin unit yang di adukan. 

 

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Unit Pengaduan 

Untuk meningkatkan percepatan tindaklanjut penyelesaian pengaduan, 

maka Tim Pengelolaan Kabupaten secara berkala melakukan monitoring 

ke unit kerja yang mendapat pengaduan. Hal ini bertujuan untuk 

mendorong unit agar segera mempercepat penyelesaian aduan serta 

memberikan arahan dan langkah-langkah yang akan di ambil dalam 

menindaklanjuti aduan. 

 

 

 

 

 

3. hzgdzfkhdfh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring penyelesaian pengaduan ke Kec. Batang 

Kapas 
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3. Melakukan evaluasi terhadap hasil tindaklanjut pengaduan 

Untuk perbaikan tindaklanjut pengaduan, maka dilakukan evaluasi 

kepada seluruh admin layanan dalam bentuk rapat evaluasi 

persemesteran. Tujuannya adalah untuk melihat serta menjadi pedoman 

dalam memperbaiki tindaklanjut pengaduan maupun dalam menjawab 

masalah yang diadukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa 

puas dari jawaban yang disampaikan oleh unit kerja yang di adukan. 

Monitoring penyelesaian pengaduan ke Kec. Bayang 

Utara 

Monitoring penyelesaian pengaduan ke Kec. Silaut 
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Rapat Evaluasi SP4N-LAPOR! dengan Admin 

Perangkat Daerah dan Admin RS  

Rapat Evaluasi SP4N-LAPOR! dengan Admin 

Kecamatan dan Puskesmas 
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4. Koordinasi dan Konsultasi evaluasi hasil tindak lanjut ke Propinsi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultasi Hasil Tindaklanjut Pengaduan Tahun 

2024 dan Renc. Kegiatan SP4N-LAPOR! Tahun 2025 

Koordinasi dan Penyampaian hasil tindaklanjut pengaduan 

tahin 2023 ke Ombudsman RI Perwakilan Sumbar 
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5. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola SP4N-LAPOR!. 

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pengelola sp4n lapor, 

maka Kemenpan RB maupun Propinsi sebagai pengawas pengelola 

pengaduan melakukan rapat koordinasi dengan pejabat penghubung 

untuk seluruh Kabupaten/ Kota. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi 

kinerja pemerintah daerah Kab/Kota dalam hal mengelola pengaduan 

melalui aplikasi SP4N-LAPOR!. 

 

 

 

Rapat Koordinasi SP4N-LAPOR! 11 September 2024 

di Gubernur Propinsi Sumatera Barat  

Rapat Koordinasi SP4N-LAPOR! Kab/Kota Se Sumbar oleh 

Kemenpan RB pada 11 Oktober 2024 di Padang 

Sumatera Barat  
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CAPAIAN KINERJA HASIL TINDAK LANJUT PENGELOLAAN 

PENGADUAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 

Dilihat dari Tabel rekapitulasi pengaduan yang masuk terdapat 13 (tiga belas) 

pengaduan yang masuk. 12 (dua belas) laporan telah selesai ditindaklanjuti 

dan 1 (satu) laporan masih dalam proses penyelesaian. 1 (satu) laporan 

diarsipkan karena berisikan laporan dan pelapor dari orang yang sama, 

sehingga yang di proses hanya 1 (satu) laporan saja.  
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Dari diagram di atas dapat terlihat status pengaduan : 

                 85,7% pengaduan terdisposisi selesai 

                 7,3% Terdisposisi sedang diproses 

                 7,0% Laporan Arsip (berisi laporan pengaduan yang tidak jelas isi  

      Dan tujuannya serta pengaduan yang berulang). 

 

Dari seluruh laporan yang masuk 100% laporan ditindaklanjuti, dengan rata-

rata tindaklanjut sebesar 0,1 hr atau rata-rata 2,4 jam/laporan masuk. Semua 

laporan diselsaikan dengan standar operasional yang ditetapkan yakni 5-10 hr. 

dengan demikian tingkat kepuasan pelapor rata-rata nilai 5 atau “sangat 

puas”. Hal ini ditunjukkan dari tabel di bawah pada kondisi s.d 19 November 

2024. 
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Dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022, rata-rata tindaklanjut 

(RTL) pengaduan meningkat cepat yakni 2021 Rata-rata pengaduan 

ditindaklanjuti selama 49,3 hari.  Di tahun 2022 lebih cepat menjadi 10,6 hr 

dan pada tahun 2023 meningkat yakni sebesar 0,1 hari atau 2,4 jam. Pada 

tahun 2024 ini tindaklanjut pengaduan lebih cepat yakni 0 hari atau 

langsung ditindaklanjuti. Lama tindaklanjut ini adalah tindaklanjut paling 

cepat dalam menjawab pengaduan yang masuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepatnya tindaklanjut pengaduan ini dikarenakan telah dilakukannya 

sosialisasi pengelolaan tindaklanjut SP4N-LAPOR! kepada seluruh pejabat 

penghubung yang terdiri dari 25 pejabat penghubung Perangkat Daerah, 22 

2023 

2022 

2021 

49,3 hari 

10,6 hari 

0,1 hari 
0 hari 

2024 
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pejabat penghubung Rumah Sakit dan Puskesmas serta 15 pejabat 

penghubung dari Kecamatan. 

 

 

 

Sosialisasi penggunaan SP4N-LAPOR! kepada 

Perangkat Daerah 

Sosialisasi penggunaan SP4N-LAPOR! kepada 

Puskesmas dan Rumah Sakit 
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Dari 12 (dua belas) pengaduan yang masuk, 7 (tujuh) orang berusia 20-34 

tahun, 2 (dua) orang berusia antara 35-49 dan 3 (tiga) orang berusia 50-64. 

Dan 2 (dua) orang belum mengisi. Hal ini dapat dilihat dar grafik di bawah ini: 

 

Sosialisasi penggunaan SP4N-LAPOR! kepada 

Kecamatan 
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Berdasarkan hasil evaluasi Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah pada 

Aplikasi SP4N-LAPOR! oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara 

Reformasi Birokrasi terhadap kinerja pengelolaan pengaduan Kab/ Kota se- 

Sumatera Barat tahun 2023, Kabupaten Pesisir Selatan mendapat nilai dengan 

kualitas tindaklanjut pengaduan “Sangat Baik” dengan persentase pengaduan 

100% dan rata-rata lama tindaklanjut pengaduan 0,1 hari. Hal ini dapat dilihat 

dari table di bawah ini: 
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Agar laporan yang masuk cepat diketahui oleh 

OPD/ unit kerja yang diadukan, maka Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Selatan membentuk WA Group 

yang melibatkan Sekretaris Daerah, semua admin 

penghubung, kepala OPD, Camat dan Kepala 

Puskesmas serta unit kerja yang terkit dengan 

penyelesaian pengaduan. WA group ini sangat 

berguna dan terbukti mempercepat pemberitahuan 

pengaduan yang masuk kedalam Sistem Pengaduan 

Lapor Sp4n dan diteruskan kepada unit kerja yang 

diadukan. Hal ini memberi dampak yang banyak terh adap percepatan penyelesaian 

pengaduan. 



               PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN                                  

 

                                                                                  

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian berdasarkan Rekomendasi Pusat Penerangan Menteri Dalam Negeri Tanggal 12 

Januari 2023, Pemerintah Daerah perlu mensosialisasikan SP4N-LAPOR!.  sebagai sebuah 

sistem pengaduan agar lebih dikenal oleh masyarakat. Sosialisasi SP4N-LAPOR!. Dengan itu, 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan sosialisasi SP4N-LAPOR! melalui 

Radio, Vidio Tron dan Banner OPD/ Kecamatan dan puskesmas. 
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CAPAIAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN 

PENGADUAN SP4N-LAPOR!  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 

 
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 

067/250/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Rencana Aksi {engelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2024 

dapat dilaporkan sebagai berikut: 

        INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DAN TARGET 2023-2024 
 

Indikator Sasaran 
Strategis 

Baseline 
2022 

Target 

2023 2024 

Jumlah Pengaduan 
yang Diterima 

25 
pengaduan 

30 
Pengaduan 

50 
Pengaduan 

Persentase Pengaduan 
yang Diselesaikan 

100% 100% 100% 

 
Dari target yang jumlah pengaduan yang diterima selama tahun 2024 adalah 

sebanyak 50 pengaduan. Sampai dengan kondisi 21 November 2023 jumlah 

pengaduan yang diterima baru sebanyak 13 (tiga belas pengaduan), terdiri dari 

12 (dua belas pengaduan) selesai, 1 (satu) dalam proses penyelesaian dan 1 

(satu) pengaduan diarsipkan. Namun dari seluruh pengaduan yang masuk 

telah ditindaklanjuti 100%. 

REALISASI TARGET SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024 

Indikator Sasaran 
Strategis 

Baseline 
2022 

Target Realisasi Target Realisasi 

2023 2023 2024 2024 

Jumlah Pengaduan 

yang Diterima 25 

pengaduan 

30 

Pengaduan 

15 

Pengaduan 

50 

Pengaduan 

12 

pengaduan 

Persentase 

Pengaduan yang 
diselesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

Dilihat dari realisasi sasaran strategis jumlah pengaduan yang masuk di tahun 

2024 hanya 12 pengaduan atau 48% dari target yang ditetapkan. Hal ini 

dikarenakan masih adanya masyarakat merasa takut untuk mengadu dan 

masih belum mengerti tentang bagaimana menyalurkan pengaduan melalui 

aplikasi SP4N-LAPOR! ini. Meski Pemerintah Daerah Kabupaten sudah 
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melakukan sosialisasi melalui Radio, Vidiotron, Website maupun spanduk/ 

baliho, namun masih belum maksimal. Disamping itu rendahnya pengaduan 

yang masuk melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! ini, karena masyarakat ingin 

pengaduannya cepat ditanggapi dan direspon serta diselesaikan dalam waktu 

yang cepat, sehingga mereka lebih memilih menyalurkan pengaduannya secara 

langsung (lisan), melalui media sosial atau portal pengaduan yang bersifat 

khusus. 

Berikut Daftar Tabel Pengaduan yang masuk selama tahun 2024 : 
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No
Tanggal 

Laporan 

Waktu 

Laporan 
Kategori Judul Laporan

Tipe Laporan 

(Anonim/Rahasi
Instansi Terdisposisi

1 11 Jan 2024 15:45:30 Kartu Indonesia Pintar/KIP

Kasus Korupsi Kartu Indonesia Pintar Oleh Oknum Kepala 

Sekolah Anonim|Rahasia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

2 25 Jan 2024 20:29:38 Kartu Indonesia Pintar/KIP Mohon Tindakan Untuk Kepala Sekolah Sd 15 Sungai Nyalo Anonim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

3 1 Feb 2024 16:12:19 Pertanian dan Peternakan Mohon Bantuan Mesin Bajak Dan Mesin Perontok Padi Anonim|Rahasia Dinas Pertanian

4 4 Feb 2024 19:46:20

Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 

Pelindungan Masyarakat

Tempat Billiard Mengganggu Kenyamanan Masyarakat Dan 

Lingkungan Anonim Kecamatan Linggo Sari Kabupaten Pesisisr Selatan

5 7 Mar 2024 17:01:25 Perizinan dan Pengawasan Layanan Kesehatan Pengaduan Perizinan Anonim

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

6 15 Mar 2024 12:39:29 Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pelayanan Untuk Masyarakat Yang Datang Ke Puskesmas 

Rahul Anonim|Rahasia Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan

7 28 Jun 2024 10:20:20 Masalah Kesejahteraan Manfaat Dan Fungsi Anonim|Rahasia Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisr Selatan

8 9 Jul 2024 16:12:08

Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 

Pelindungan Masyarakat Biaya Admin Untuk Tanda Tangan Surat Menyurat Rahasia Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

9 16 Jul 2024 16:20:09 Ketertiban Umum Tanah Ulayat Di Jadikan Kawasan Bksda Rahasia Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

10 24 Jul 2024 06:15:10

Lainnya terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan 

Pelindungan Masyarakat Batang Kayu Rimbun Yang Menghalangi Tiang Listrik Anonim Kecamatan Linggo Sari Kabupaten Pesisisr Selatan

11 29 Jul 2024 14:01:32 Disiplin Perangkat Nagari Yang Jarang Masuk Kantor Anonim|Rahasia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

12 25 Sep 2024 15:33:09 Fasilitas Kesehatan Pelayanan Meminta Rujukan Yang Buruk Di Puskesmas LumpoAnonim Puskesmas Lumpo

13 10 Oct 2024 21:06:36 Pencemaran Lingkungan Sampah Berserakan Di Pasar Batang Kapas Anonim Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

LAPORAN RINGKAS LAYANAN PENGADUAN MELALUI SP4N LAPOR

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN 

PERIODE JANUARI S//D NOVEMBER 2024
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 Tabel Realisasi Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Tahun 2024 

 

 
No. 

 
Kelompok Program/Program/ 

Kegiatan 

 Tahun 

Realisasi 2024 

 
Pihak 
Terlibat 2022 2023 2024 

KP I. Penguatan Kelembagaan dan 

Kebijakan 

     

Program I.1 Penguatan  kebijakan  kelembagaan 
(anggaran, sumber daya manusia, dan 
fasilitas) 
 

     

Kegiatan I.1.1 Revisi Surat Keputusan  Bupati  Pesisir 
Selatan  Nomor: 067/160/Kpts/BPT-
PS/2022 tentang Pembentukan Tim 

Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi 
dan Pengaduan Online Rakyat Sistem 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 
Publik Nasional Pemerintah Kabupaten 
Pesisir Selatan Tahun 2022. 
 

√    Bagian 
Organisasi 

Diskominfo 

Bagian 
Hukum 

Kegiatan I.1.2 Seluruh Organisasi Perangkat 
Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan 
Publik menyusun dan menetapkan 

Surat Keputusan tentang pengelolaan 
Pengaduan dengan SK Pimpinan 
masing-masing. 
 

 √  25 OPD, 2 Rumah Sakit, 20 
Puskesmas dan 15 
Kecamatan sebagai unit 

pengelola pengaduan telah 
memiliki menetapkan Surat 
Keputusan tentang 
pengelolaan Pengaduan 
dengan SK Pimpinan 
masing-masing. 

  Diskominfo 

  Bagian 
Organisasi 

OPD/UPPP 
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Kegiatan I.1.3 Penganggaraan Pengelolaan 

Pengaduan untuk Organisasi 
Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara 
Pelayanan Publik. 

√ √ √ Anggaran Pengelolaan 

Pengaduan belum tersedia 
secara khusus, namun 
sudah tertumpang pada 
kegiatan rapat2 pada 
seluruh unit pengelola 
pengaduan  

BAPPEDALI

TBANG 

BPKAD 

OPD/UPPP 

Program I.2. Penguatan Tata Laksana Pengelolaan 
Pengaduan Instansi 

     

Kegiatan I.2.1 Penyusunan Surat Keputusan Bupati 
Agam tentang Standar Operasional 

Prosedur Pengelolaan Pengaduan 
NOMOR: 067/235/Kpts/BPT-PS/2022 
tentang SOP Lapor Sp4n 
 

√     Diskominfo 

 Bagian 

Hukum 

Kegiatan I.2.2 Penyusunan rencana aksi 
pengelolaan pengaduan 

 √  Surat Keputusan Bupati 
Pesisir Selatan Nomor: 
067/250/Kpts/BPT-PS/2023 
tentang Rencana Aksi 

{engelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik Pemerintah 
Kabupaten Pesisir Selatan 
Tahun 2023-2024 

 Diskominfo  

 Bagian 

Hukum 
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No. 

 

Kelompok Program/Program/ 
Kegiatan 

 Waktu 

Realisasi 2024 

 

Pihak 
Terlibat 2022 2023 2024 

Kegiatan I.2.3 Aktivasi akun LAPOR! dan aplikasi 

pengelolaan pengaduan di seluruh 
Organisasi Perangkat Daerah/Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik 

√ √ √ Akun LAPOR! dan 

aplikasi pengelolaan 
pengaduan telah 
terhubung dan aktif di 
seluruh Unit 
Penyelenggara Pelayanan 
Publik 

 Diskominfo 

Program I.3 Penguatan sistem pengawasan 
Pengelolaan Pengaduan 

     

Kegiatan I.3.1 Sinergitas dan koordinasi pengawasan 
dengan Inspektorat dan Ombudsman 

√ √ √ Dilakukan beberapa kali 
koordinasi 

 Bagian 

Organisasi 

 Diskominfo 

Kegiatan I.3.2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
pengelolaan pengaduan secara berkala 

melalui pelaporan secara periodik pada 
seluruh instansi (laporan bulanan, 
semester, dan tahunan) 

√ √ √ Monev dilakukan ke 

unit-unit penerima 
pengaduan oleh Tim 
Spa4 Lapor Kabupaten 

Diskominfo 

Bagian 

Organisasi 

 Inspektorat 

Program I.4 Penyusunan/penguatan panduan teknis      

Kegiatan I.4.1 Penyampaian panduan (buku manual) 
pengelolaan pengaduan elektronik 
(panduan admin pengelola pengaduan, 
panduan penggunaan aplikasi 
pengaduan) 

 √  Panduan penggunaan sp4n 

lapor dapat dilihat pada 

dashboard aplikasi sp4n 

lapor 

Diskominfo 
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No. 

 

Kelompok Program/Program/ 
Kegiatan 

Tahun 

Realisasi 2024 

 

Pihak Terlibat 
2022 2023 2024 

Kegiatan 

I.4.1 

Penyampaian panduan (buku 

manual) pengelolaan pengaduan 
elektronik (panduan admin 
pengelola pengaduan, panduan 
penggunaan aplikasi pengaduan) 

 √  Panduan penggunaan 

sp4n lapor dapat dilihat 

pada dashboard aplikasi 

sp4n lapor 

Diskominfo 

KP II Penguatan Sumber Daya Manusia      

Program II.1 Pembinaan dan Pelatihan      

Kegiatan 

II.1.1 

Pendampingan Pengelolaan 
Pengaduan bagi pimpinan/pejabat 
penghubung di Organisasi 
Perangkat Daerah/ Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik 

lingkup Pemerintah Kabupaten 
Pesisir Selatan 

√ √ √ Pendampingan 

dilakukan dengan 

peninjauan ke lapangan 

ke unit kerja penerima 

pengaduan 

Diskominfo 

Kegiatan 

II.1.2 

Pelatihan Komunikasi Publik untuk 
admin dan penjabat penghubung 
Organisasi Perangkat Daerah/ Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik 

 √ √ Diberikan secara 
berkala persemester 

untuk pejabat 
penghubung PD/ 
Kecamatan/ RS dan 
Puskesmas 

Diskominfo 

KP III. Pemanfaatan Data dan Optimalisasi 
Aplikasi 
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No. 

 

Kelompok Program/Program/ Kegiatan 
Waktu 

Realisasi 2024 

 

Pihak 
Terlibat 2022 2023 2024 

Program III.1 Penggunaan data pengaduan dalam 

kegiatan internal instansi 

     

Kegiatan 
III.1.1 

Internalisasi koordinasi tindak lanjut 

pengaduan 

√ √ √ Koordinasi dengan 

Propinsi dan 

Ombudsman 

Diskominfo 

Bagian 

Organisasi 

Semua OPD 

Kegiatan 

III.1.2 

Penilaian Evaluasi kinerja Organisasi 

Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara 
Pelayanan Publik terkait pengelolaan 
pengaduan 

√ √ √ Penilaian berupa 

evaluasi kinerja per 

semester 

Diskominfo 

Bagian 

Organisasi 

Semua OPD 

Kegiatan 

III.1.3 

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap layanan pengaduan 
√ √ √ Terhimpun dalam 

Survey Kepuasan 

Masyarakat di 

seluruh layanan PD 

Diskominfo 

Bagian 

Organisasi 

Semua OPD 

Program III.2 Publikasi/diseminasi data      

Kegiatan 

III.2.1 

Penyampaian analisa/notulensi hasil 

rapat koordinasi penanganan tindak 
lanjut pengaduan kepada pimpinan 

√ √ √ Disampaikan 

secara berkala per 

semester 

Diskominfo 

Kegiatan 

III.2.2 

Memanfaatkan  sarana media sosial,  

media online, sarana publik untuk 
mempublikasikan kanal dan 
mekanisme pengaduan di lingkup 
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 

√ √ √ Disosialisasikan 

melalui Radio/ 

vidiotron dan website 

PPID 

 

 Diskominfo 
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No. 

 

Kelompok Program/Program/ Kegiatan 
Waktu 

Realisasi 2024 

 

Pihak 
Terlibat 2022 2023 2024 

Program III.3 Pengembangan Aplikasi      

Kegiatan 
III.3.1 

Membangun sebuah sistem atau aplikasi yang 
mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan 
yang dikelola Pemerintah kab. Pesisir Selatan 

 √ √ 
Dalam proses 

pengintegrasian 
Diskominfo 

KP IV. Peningkatan Partisipasi Pemangku 

Kepentingan 

     

Program IV.1 Komunikasi publik      

Kegiatan 
IV.1.1 

Sosialisasi LAPOR! melalui kegiatan instansi 
dengan masyarakat 

 √ √ Baru melalui 

spanduk/banner 

yang dipasang di 

kecamatan/ RS 

dan Puskesmas  

Diskominfo 

Bagian 

Organisasi 

 

Program IV.2 Peningkatan Keterlibatan pihak internal      

Kegiatan 
IV.2.1 

Pemberian apresiasi kepada Organisasi 
Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara 
Pelayanan Publik yang melakukan pengelolaan 
pengaduan dengan baik 

 √ √ Berupa apresiasi 

penyampaian 

laporan 

tindaklanjut yang 

baik pada rapat 

evaluasi berkala 

Diskominfo 

Bagian 

Organisasi 
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No. 

 

Kelompok Program/Program/ Kegiatan 
Waktu Realisasi 

2024 

 

 

Pihak Terlibat 

2022 2023 2024 

Kegiatan  

IV.2.2 

Pelaksanaan audiensi antara Organisasi 

Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara 
Pelayanan Publik dengan pengguna 
layanan/masyarakat 

 √ √ Disampaikan 

pada acara-

acara 

Perangkat 

Daerah/keca

matan/ RS/ 

Puskesmas 

Bagian 

Organisasi 

Diskominfo 

Program IV.3 Peningkatan komitmen pimpinan dan pengelola 
Organisasi Perangkat Daerah/Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik 

     

Kegiatan  
IV.3.1 

Seminar/Talkshow tentang pengelolaan 
pengaduan 

 √ √ Talkshow 

melalui radio 

Bagian 

Organisasi 

Diskominfo 

Kegiatan  
IV.3.2 

Supervisi pengelolaan pengaduan kepada 
Organisasi Perangkat Daerah/Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 
memberikan  arahan dan solusi terhadap 
kekurangan dalam pengelolaan pengaduan 

meliputi kebutuhan sumber daya manusia, 
anggaran, proses bisnis 

√ √ √    Diskominfo 

 Bagian 

Organisasi 

 Tim Pengelola 

Pengaduan 
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No. 

 

Kelompok Program/Program/ Kegiatan 
Waktu Realisasi 

2024 

 

 

Pihak 
Terlibat 2022 2023 2024 

KP V Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi       

Program V.1 Monev Pimpinan mengenai pengelolaan di 
lingkungan Pemda Kabupaten Pesisir Selatan 

√ √ √    Diskominfo 

 Bagian 

Organisasi 

 Tim Pengelola 

Pengaduan 

Kegiatan V.1.1 Mengadakan rapat koordinasi pembahasan 

tindak lanjut pengaduan dengan Organisasi 
Perangkat Daerah/ Unit Penyelenggara 
Pelayanan Publik yang diadukan 

√ √ √    Diskominfo 

 Bagian 

Organisasi 

 Inspektorat 

 Tim Pengelola 

Pengaduan 
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BEBERAPA PENGADUAN SP4N-LAPOR! KABUPATEN PESISIR SELATAN 

TAHUN 2024 YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI 

1. 
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2. 
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3.  
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B. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAH 

BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TAHUN 2024 
 

Penggunaan Tekologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola 

pemerintahan saat ini sudah menjadi keharusan. Penggunaan TIK mampu 

menjadi pendukung dalam kgiatan pemerintahan, baik kegiatan 

administrasi pemerintahan maupun kegiatan pelayanan publik sehingga 

diharapkan dapat memberi tingkat kepuasan kepada masyarakat, Hal ini 

merupakan tujuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk 

menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi perlu dimulai dengan 

perencanaan Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar 

yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, 

layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE.  

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah 

melaksanakan Penilaian Evaluasi Mandiri SPBE melalui website 

https://tauval.spbe.go.id/ dengan target Indeks SPBE sebesar 4.84 dari 

5.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Mandiri Evaluasi SPBE Tahun 2024 yang diajukan 

https://tauval.spbe.go.id/
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Foto Dokumen SPBE yang disusun tahun 2024 

 

Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2024 Sesi 3 Pukul 13.00-15.00 WIB 

melalui Zoom di Ruang Kadis Diskominfo Kab. Pesisir Selatan dilakukan 

Penilaian Interviu terhadap hasil pemantauan dan evaluasi mandiri 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 oleh KemenpanRB dan Tim 

Evaluator External SPBE dari Universitas Gunadarma terhadap dokumen 

dan penilaian mandiri yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Penilaian tersebut 

mencakup semua aspek atau Domain Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik. Ada 8 aspek yang dinilai dan penerapannya adalah Domain 

Internal terkait Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategi SPBE, Tekhnologi 

Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE, Penerapan Manajemen 

SPBE, Audit TIK, Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik 

dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Hasilnya mudah-mudahan 

sesuai yang diharapkan. 
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Foto Penilaian Interviu SPBE oleh Kemenpan RB tanggal 23 Oktober 2024 
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C. LAYANAN PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN 

APLIKASI ADMINISTRASI DAN LAYANAN PUBLIK 

TAHUN 2024 

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bidang E-government di 

Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Pelayanan E- Government pada Dinas 

Komunkasi dan Informatika untuk dapat melayani Perangkat Daerah, Unit 

Kerja atau Masyarakat yang melakukan koordinasi, konsultasi serta 

membantu jika terjadi kendala dalam penerapan teknologi Informasi yang 

terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 

Beberapa Layanan Aplikasi yang telah dilakukan kepada Penggunan layanan 

diantaranya :  

1. Layanan Aplikasi Absensi Online (Abon Pessel), permasalahannya dan 

solusinya : 

a. Tidak bisa menggunakan aplikasi abon, karena GPS belum aktif. 

Solusinya : mengaktifkan GPS di HP pengguna tersebut. 

b. Tempat absensi tidak sesuai (jauh dari lokasi kantor). Solusinya : input 

ulang titik koordinat lokasi kantor sesuaikan dengan yang sebenarnya. 

c. Tidak bisa membuat laporan harian kinerja karena sudah di lock, 

umumnya dari pegawai Guru UPT SDN dan SMPN. Solusinya : Admin 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku induk dari Guru tersebut 

harus membuka tanggal lock-nya agar bisa membuat laporan harian 

kinerja. 
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2. Layanan Aplikasi E-TPP Pessel, permasalahannya dan solusinya : 

a. Tidak bisa membuka aplikasi E-TPP karena belum validasi simpeg. 

Solusinya : harus ke BKPSDM untuk validasi Simpeg. 

b. Data Pegawai yang sudah mutasi/meninggal/tugas belajar masih 

muncul di rekapan pembayaran TPP. Solusinya : harus disampaikan ke 

BKPSDM bagian SIMPEG untuk menonaktifkan data-data tersebut. 

c. Aplikasi E-TPP untuk rekapan pembayaran TPP sudah terkunci. 

Solusinya : dibuka lagi untuk Review dan Finalisasi ulang rekap 

pembayaran TPP-nya. 

d. Pengaktifan tombol finalisasi Perhitungan TPP ketika pembayaran TPP 

sudah bisa diajukan, harus persetujuan dari Admin Utama E-TPP 

Pessel. 

3. Layanan Permintaan Pembuatan Aplikasi, Beberapa permintaan aplikasi 

oleh OPD : 

a. Inspektorat tentang Aplikasi TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan). 

Aplikasi ini sudah launching ke OPD Inspektorat tersebut dan Sudah 

dilakukan serah terima Aplikasi. 

b. BPKPAD tentang aplikasi pembayaran Pajak PBB secara online 

bekerjasama dengan Bank Nagari 

4. Layanan Permintaan Penayangan VideoTron di Taman Spora Painan. 
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Beberapa Foto Dokumentasi Layanan Aplikasi 

Tahun 2024 
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LAMPIRAN 

1. CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN 2024 

 

2. RKA SUB KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN 

PENGAWASAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA 

 

3. ABSEN TAMU LAYANAN APLIKASI TAHUN 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

SUB KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT 

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA 

BERBASIS ELEKTRONIK 

 

1. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

2. PROGRAM : APLIKASI INFORMATIKA 

3. KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA 

4. SUB KEGIATAN : PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-

GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN/ KOTA 

 

 a. Anggaran : Rp 33.195.856,- 

 b. Realisasi 

Sisa 

: 

: 

Rp 33.069.449,-  (99.62%) 

Rp 126.407,- 

 c. Indikator : 1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan 

pengaduan melalui SP4N-LAPOR!. 

2. Terlaksananya tindaklanjut pengaduan yang 

disampaikan oleh masyarakat. 

3. Tersedianya dokumen SPBE Tahun 2024 

 d. Target : 1. Meningkatnya Rata-Rata Tindaklanjut (RTL) 

pengaduan 0 hari (Langsung Ditindaklanjuti) 

2. Layanan pemeliharaan/pengembangan aplikasi 

administrasi dan layanan publik (terlaksana 100%). 

3. Tersusunnya Dokumen SPBE Tahun 2024  

(4 Domain Hasil Penilaian SPBE Tahun 2024) 

 e. Capaian : 1. Capaian Rata-Rata Tindaklanjut (RTL) Pengaduan 0 

hari atau 100% (Langsung Ditindaklanjuti). 

2. Layanan pemeliharaan/pengembangan aplikasi 

administrasi dan layanan publik (terlaksana 100%). 

3. Tersedianya SPBE Tahun 2024 (4 Domain Hasil 

Penilaian SPBE Tahun 2024) 

 



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA

SKPD

Pemerintahan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan  : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan  : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Unit Organisasi  : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi  : - 

Program  : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan  : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan  : 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

SPM  : -

Jenis Layanan  : -

Sumber Pendanaan  : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi  : Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan  : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran  : Kab. Pesisir Selatan

Alokasi 2023  : Rp. 0,00

Alokasi 2024  : Rp. 33.195.856,00

Alokasi 2025  : Rp. 95.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 33.195.856,00

Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota 5 Dokumen

Hasil Persentase pengelolaan e governmnet dilingkup Kab.Pessisir Selatan 100 Persentase

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan  : 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan  : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi  : Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan  : Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Waktu Pelaksanaan  : Januari s.d Desember

Keterangan  : 

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian
Rinci Perhitungan

Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 33.195.856,00

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 33.195.856,00

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 0,00

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 0,00

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 0,00

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 0,00

[ # ] Honor PPTK
        Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 0,00

[ - ] Honor PPTK



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian
Rinci Perhitungan
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Belanja Honorarium Penanggungjawaban
Pengelola Keuangan - Bulan 500.000,00 0 % Rp. 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 33.195.856,00

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 9.615.856,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 9.615.856,00

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.475.856,00

[ # ] Alat tulis kantor
        Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 1.475.856,00

[ - ] Alat tulis kantor

Anak Hecter No.10
        Spesifikasi : - 2 Pak 49.950,00 0 % Rp. 99.900,00

Kertas Kuarto HVS  75 gr
        Spesifikasi : 1 Rim  : 500 Lembar 4 Rim 61.050,00 0 % Rp. 244.200,00

Kertas Folio HVS  75 gr
        Spesifikasi : 1 Rim  : 500 Lembar 4 Rim 66.600,00 0 % Rp. 266.400,00

Pena
        Spesifikasi : Pilot BP-PT 1 Lusin 44.400,00 0 % Rp. 44.400,00

Map Gungyu / Fileholder
        Spesifikasi : - 2 Buah 38.628,00 0 % Rp. 77.256,00

Tinta EPSON 664 Magenta
        Spesifikasi : Epson L100,110,200,210,300
350 355

1 Buah 138.750,00 0 % Rp. 138.750,00

Tinta EPSON 664 Cyan
        Spesifikasi : - 1 Buah 138.750,00 0 % Rp. 138.750,00

Tinta EPSON 664 Black
        Spesifikasi : - 1 Buah 138.750,00 0 % Rp. 138.750,00

Tinta EPSON 664 Yellow
        Spesifikasi : - 1 Buah 138.750,00 0 % Rp. 138.750,00

Pena 
        Spesifikasi : My gel 2 Lusin 94.350,00 0 % Rp. 188.700,00

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 6.000.000,00

[ # ] Fotocopy dan cetak laporan
        Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 6.000.000,00

[ - ] Fotocopy

Fotocopy
        Spesifikasi : - 6000 Lembar 250,00 0 % Rp. 1.500.000,00

[ - ] Dokumen evaluasi SPBE

Cetak lainnya
        Spesifikasi : Khusus 250000 x 18 Rupiah Eksemplar 1,00 0 % Rp. 4.500.000,00
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5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 50.000,00

[ # ] Materai
        Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 50.000,00

[ - ] Materai

Matrai
        Spesifikasi : Matrai 10000 5 Buah 10.000,00 0 % Rp. 50.000,00

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.090.000,00

[ # ] Makan minum rapat
        Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 2.090.000,00

[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Layanan Aplikasi

Snack
        Spesifikasi : kue-kue dan minum 50 Porsi 11.000,00 0 % Rp. 550.000,00

[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Span Lapor

Snack
        Spesifikasi : kue-kue dan minum 50 Porsi 11.000,00 0 % Rp. 550.000,00

Porsi Standar
        Spesifikasi : Nasi bungkus 50 Porsi 19.800,00 0 % Rp. 990.000,00

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 0,00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 0,00

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp. 0,00

[ # ] Honor operator
        Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 0,00

[ - ] Honor operator

Tenaga Administrasi/Operator
        Spesifikasi : Non ASN - Bulan 1.000.000,00 0 % Rp. 0,00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 23.580.000,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 23.580.000,00

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 20.930.000,00

[ # ] Perjalanan dinas luar kabupaten
        Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 7.950.000,00

[ - ] Perjalanan dinas luar kabupaten

Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang
Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota
Sawahlunto
        Spesifikasi : Golongan II/PPPK/Non ASN

6 Orang / Hari 225.000,00 0 % Rp. 1.350.000,00

BBM
        Spesifikasi : Pertamax 100 Liter 13.500,00 0 % Rp. 1.350.000,00

Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang
Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota
Sawahlunto
        Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III

10 Orang / Hari 250.000,00 0 % Rp. 2.500.000,00
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Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang
Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok,
Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman,
Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten
Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota
Sawahlunto
        Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV

10 Orang / Hari 275.000,00 0 % Rp. 2.750.000,00

[ # ] Perjalanan dinas luar provinsi
        Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 12.980.000,00

[ - ] Tiket pesawat

Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi
        Spesifikasi : Padang – Jakarta 2 Orang / PP 2.500.000,00 0 % Rp. 5.000.000,00

[ - ] SPPD

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Propinsi
        Spesifikasi : DKI Jakarta

6 Orang / Hari 530.000,00 0 % Rp. 3.180.000,00

[ - ] Transportasi lokal

biaya transport lokal
        Spesifikasi : ke bandara dan sebaliknya 2 Orang / Hari 800.000,00 0 % Rp. 1.600.000,00

[ - ] Penginapan

Penginapan (Pejabat Ess III/Gol IV)
        Spesifikasi : DKI Jakarta 4 Orang / Hari 800.000,00 0 % Rp. 3.200.000,00

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.650.000,00

[ # ] Perjalanan dinas dalam kabupaten
        Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp. 2.650.000,00

[ - ] Perjalanan dinas dalam kabupaten

Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
        Spesifikasi : Golongan II/PPPK/Non ASN 5 Orang / Hari 120.000,00 0 % Rp. 600.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
        Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV 5 Orang / Hari 140.000,00 0 % Rp. 700.000,00

BBM
        Spesifikasi : Pertamax 100 Liter 13.500,00 0 % Rp. 1.350.000,00

Jumlah : Rp. 33.195.856,00

Kab. Pesisir Selatan,..............................
 Kepala DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Junaidi, S.Kom. ME
NIP. 197006091997031002
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